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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze the adequacy of the requirements for substitute notaries in 
accordance with the prevailing regulations. This issue is crucial as it has implications for the legal 
validity of authentic deeds executed by substitute notaries. The research method employed is normative 
legal research, which examines Article 33 of the UUJN and analyzes related court decisions. The 
findings of this study indicate that although regulations regarding substitute notaries already exist, 
specific competency requirements are not clearly mandated for substitute notaries. As a result, the 
juridical implications create a grey area concerning the legal certainty of authentic deeds they produce, 
particularly regarding legal capacity and professional accountability. In conclusion, this study 
recommends improvements to the regulations by establishing clear competency standards and 
limitations for substitute notaries in order to ensure legal certainty for authentic deeds they execute. 
Keywords: Competence, Legal Certainty, Substitute Notary 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini berusaha untuk melakukan analisa mengenai kecukupan dari persyaratan 
notaris pengganti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena 
memiliki implikasi pada kekuatan hukum akta otentik yang dibuat oleh notaris pengganti. 
Metode yang dibuat adalah dengan metode penelitian hukum normatif yang akan mengkaji 
Pasal 33 UUJN serta menganalisa putusan pengadilan yang berkaitan. Hasil dari penelitian 
ini didapatkan bahwa memang sudah ada pengaturan mengenai notaris pengganti, namun 
persyaratan kompetensi belum secara jelas dipersyaratkan pada notaris pengganti. Sehingga, 
implikasi yuridisnya akan menimbulkan grey area terkait kepastian hukum pada akta otentik 
yang dibuat, terutama dalam hal kapasitas legal, dan pertanggungjawaban profesional. Pada 
akhir penelitian ini, penulis merekomendasikan perlu ada penyempurnaan terkait peraturan 
yang mengatur mengenai standar kompetensi serta batasan yang dimiliki notaris pengganti 
untuk mencapai kepastian hukum pada akta otentik yang mereka buat.  
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kompetensi, Notaris Pengganti  
 
Pendahuluan 

Notaris pengganti memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keberlangsungan 
pelayanan jasa notaris ketika notaris utama/tituler tidak dapat hadir dalam waktu tertentu 
yang disebabkan oleh sakit, izin atau cuti (Wahyuni, 2023). Notaris Pengganti Khusus hanya 
memiliki kewenangan untuk membuat jenis akta tertentu yang secara eksplisit dicantumkan 
dalam surat keputusannya. Pengangkatan ini dilakukan karena di kabupaten atau kota yang 
bersangkutan hanya memiliki satu Notaris, dan Notaris tersebut dengan alasan yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN) dilarang secara hukum untuk 
membuat akta-akta tertentu. Larangan bagi Notaris biasa tersebut merujuk pada ketentuan 
Pasal 52 UUJN, yang terutama menyangkut hubungan antara para pihak yang terlibat dan 
jenis akta yang akan dibuat (Harnum, 2017). Namun, dalam tugasnya ini terdapat masalah 
hukum terkait implikasi atas keabsahan akta yang dibuat oleh notaris pengganti. Hal ini 
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 UUJN (Adjie, 2018). Pada peraturan 
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tersebut memang mengatur mekanisme terkait penggantian notaris, tetapi ketentuan yang 
ada dinilai masih terlalu umum dalam hal persyaratan kompetensi dan batasan dari 
kewenangan notaris pengganti (Abuda, 2024).  

Permasalahan akan muncul ketika akta yang dibuat oleh notaris pengganti 
dipertanyakan mengenai keabsahannya di pengadilan (Dani & Hafidh, 2025). Hal ini terjadi 
karena proses pengangkatan tidak memenuhi syarat formal atau material. Kasus-kasus 
malpraktik dengan contoh berupa pembuatan akta di luar yurisdiksi notaris utama juga 
semakin memperkeruh kondisi notaris pengganti. Namun disisi lain, UUJN belum 
memberikan pengaturan rinci mengenai standar kompetensi minimal dari notaris pengganti. 
Hal yang kemudian menarik untuk dikaji yaitu berkaitan dengan syarat menjadi Notaris 
Pengganti dan statusnya yang bukan merupakan seorang notaris. Pasal 33 ayat (1) UUJN 
bahwa “Syarat untuk diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris 
adalah warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai 
karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut” (Fauzi, 2020). Dua aspek 
kritis yang akan dianalisis dalam penulisan ini adalah apakah aturan dalam proses perubahan 
notaris utama menjadi notaris pengganti sudah cukup dan yang kedua mengenai implikasi 
dari kekuatan hukum akta otentik yang dibuat oleh notaris pengganti.  
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisa hukum normatif. Secara konseptual, 
penelitian hukum normatif sering disebut oleh para ahli sebagai penelitian hukum dogmatis, 
yang secara karakteristik bertujuan untuk mengevaluasi hukum positif dan mengandung 
unsur preskriptif atau dimensi normatif (Ali, 2013). Sesuai dengan hal tersebut, untuk 
mengeksplorasi secara mendalam isu-isu dalam penelitian ini, penelitian ini akan didasarkan 
pada bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan 
hukum sekunder yang bersumber dari jurnal (Marzuki, 2009). Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan peraturan dan pendekatan konseptual (Rifa’i et al., 2023). Hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi guna menjamin 
kepastian hukum dalam praktek notaris pengganti, sekaligus melindungi kepentingan para 
pihak yang menggunakan jasa notaris (Moeliono & Sebastian, 2024). 
  
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta otentik, seorang Notaris wajib memiliki 
keahlian khusus dalam ilmu kenotariatan (Harnum, 2017). Keahlian ini merupakan prasyarat 
mutlak untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain keahlian, Notaris juga harus 
mematuhi etika profesi yang diatur dalam UUJN. UUJN Pasal 2 menetapkan persyaratan 
ketat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, yaitu (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022): 
1. Warga Negara Indonesia (WNI); 
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
3. Berusia minimal 27 tahun; 
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan 

psikiater; 
5. Memiliki ijazah Sarjana Hukum dan telah menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) 

Kenotariatan; 
6. Telah menjalani magang atau bekerja di kantor Notaris minimal 24 bulan berturut-turut 

setelah lulus S2 Kenotariatan, baik secara mandiri maupun atas rekomendasi organisasi 
notaris; 

7. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau memegang jabatan 
lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan 
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8. Memiliki integritas hukum, dibuktikan dengan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk tindak 
pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih. 

Dengan adanya persyaratan tersebut, maka masyarakat yang ingin menjadi notaris 
memiliki kriteria dan akan menyesuaikan untuk bisa masuk dalam kriteria tersebut. 
Keberadaan notaris sebagai pejabat publik memegang peran krusial, terutama dalam hal 
pembuatan akta otentik sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata) (Arsy et al., 2021). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, 
sebuah akta dapat dikatakan otentik jika memenuhi dua syarat utama: dibuat dalam bentuk 
yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum 
yang berwenang untuk membuat akta di tempat di mana akta tersebut dibuat (Utama & 
Anand, 2018). Dalam perspektif hukum, akta merupakan dokumen tertulis atau kesepakatan 
yang memuat pernyataan mengenai suatu tindakan hukum dan berfungsi sebagai bukti sah 
atas tindakan tersebut. Misalnya, perjanjian kerja sama dapat dijadikan alat bukti untuk 
menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara para pihak yang terlibat (Wahyuni, 2023). 
Sehingga peran notaris menjadi penting dalam masyarakat. 

Sebagai abdi masyarakat, seorang Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan 
pelayanan hukum tanpa terikat oleh batasan waktu, selama masih ada kebutuhan dari 
masyarakat. Apabila seorang Notaris mengalami kondisi sakit atau berhalangan sementara 
untuk menjalankan tugasnya, ia diwajibkan untuk mengajukan cuti sebuah hak yang melekat 
pada dirinya selaku pejabat umum. Hak untuk cuti hanya dapat diperoleh setelah Notaris 
tersebut telah menjalankan jabatannya selama minimal dua tahun. Permohonan cuti harus 
diajukan paling lambat satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai, dengan memperhatikan 
lama cuti yang diambil. Sebagai persyaratan utama, dalam permohonan cutinya, Notaris 
yang bersangkutan wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti yang akan melaksanakan 
semua tugasnya selama masa cuti berlangsung (Krisnayanti et al., 2020). 

UUJN pun memberikan pengaturan mengenai kekosongan notaris karena kondisi 
tertentu melalui penyediaan notaris pengganti. Pada pasal 33 UUJN, persyaratan pokok 
untuk notaris pengganti berupa kepemilikan atas kualifikasi yang sama dengan notaris 
utama. Proses penunjukan Notaris Pengganti oleh Notaris umumnya terbatas pada karyawan 
yang telah lama bekerja dan magang, di mana kemampuan mereka untuk menggantikan 
dinilai secara langsung oleh Notaris bersangkutan (Made & Agung, 2024). Dalam 
menjalankan tugasnya, seorang Notaris Pengganti wajib bersikap hati-hati, khususnya dalam 
penyusunan akta untuk para pihak. Ia juga harus senantiasa menjaga integritas dalam sikap, 
perilaku, serta kondisi kesehatannya. Keberadaannya sebagai pejabat publik bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembuktian tertulis atas setiap perikatan yang 
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kehadiran Notaris Pengganti 
turut serta dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 
Tugas pokoknya adalah merealisasikan kehendak para pihak ke dalam suatu akta otentik 
guna menjamin kepastian hukum tersebut (Krisnayanti et al., 2020). 

Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai mekanisme pemeriksaan kemampuan 
notaris pengganti sebelum ditetapkan. Padahal dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan 
perbedaan tingkat kompetensi di antara para notaris pengganti yang berpotensi 
mempengaruhi keabsahan akta yang mereka buat. Lebih lanjut, pasal ini juga tidak 
memberikan pengaturan yang tegas tentang wilayah kerja notaris pengganti, sehingga dapat 
menimbulkan persoalan ketika notaris pengganti membuat akta di luar wilayah kewenangan 
notaris pemilik jabatan. Pasal 33 UUJN tidak mengatur secara komprehensif mengenai pola 
pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadi pelanggaran oleh notaris pengganti. Dalam 
sistem hukum Indonesia, terdapat dualisme pertanggungjawaban antara aspek pidana dan 
perdata. Dari segi pidana, notaris pengganti dapat dijerat dengan ketentuan umum dalam 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pemalsuan akta atau penyalahgunaan 
wewenang. Namun, dari segi perdata, tidak jelas apakah notaris tituler turut bertanggung 
jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh notaris penggantinya. 

Hal ini sangat berbeda dengan pengaturan mengenai calon notaris pada pasal 16, 17 
dan 18 UUJN yang secara spesifik menjelaskan mengenai kewajiban, larangan dan wewenang 
notaris. Selain itu terdapat verifikasi khusus dalam proses pengangkatan calon notaris. Pada 
khususnya, pengaturan ini tentunya memudahkan bagi notaris untuk bisa mengetahui sejauh 
mana notaris pengganti dapat mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya. Selain itu, 
bagi notaris pengganti juga akan menguntungkan karena memiliki dasar hukum atas segala 
perbuatannya selama menggantikan notaris yang berhalangan. Sehingga urgensi persyaratan 
notaris pengganti sangat diperlukan untuk mendukung kontinuitas keberlangsungan notaris 
di masyarakat.  
 
Penutup 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai 
Notaris Pengganti dalam UUJN masih belum komprehensif dan mengandung beberapa 
kelemahan kritis. Meskipun Pasal 33 UUJN telah mengatur syarat minimal untuk diangkat 
menjadi Notaris Pengganti, yaitu WNI, berijazah sarjana hukum, dan telah bekerja di kantor 
notaris minimal dua tahun, persyaratan ini dinilai belum memadai untuk menjamin 
kompetensi yang setara dengan Notaris tituler. Tidak adanya standar kompetensi minimal, 
mekanisme verifikasi, dan pengaturan yang jelas mengenai batasan kewenangan serta 
wilayah kerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terhadap keabsahan 
akta yang dibuatnya. 

Permasalahan semakin kompleks dengan tidak diaturnya pola pertanggungjawaban 
hukum secara tegas, baik secara pidana maupun perdata, apabila Notaris Pengganti 
melakukan kesalahan atau malpraktik. Dualisme pertanggungjawaban dan ketidakjelasan 
apakah Notaris tituler bertanggung jawab secara perdata atas tindakan penggantinya 
menimbulkan kerumitan dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan 
penyempurnaan regulasi yang lebih rinci untuk mengatur standar kompetensi, mekanisme 
pengangkatan, batasan wewenang, dan pertanggungjawaban hukum Notaris Pengganti. Hal 
ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa notaris dan menjaga 
kepastian hukum serta integritas akta otentik sebagai alat bukti yang sah. 
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